BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat
disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan nazhir di Kecamatan
Panyabungan belum berperan secara maksimal dalam mengelola dan
mengembangkan tanah wakaf. Hambatan dan tantangan ini menjadi penyebab
utama kurang optimalnya peran nazhir. Berikut faktor-faktor yang ditemukan di
Kecamatan Panyabungan:

a. Pengelolaan wakaf masih dilakukan dengan pendekatan tradisional.

b. Tugas sebagai nazhir dijalankan secara paruh waktu atau bukan sebagai

pekerjaan utama.

c. Belum terbentuk kebiasaan di kalangan nazhir untuk menyusun dan

menyampaikan laporan tertulis kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

d. Sebagian besar nazhir belum memiliki Surat Tanda Bukti Pendaftaran

sebagai nazhir yang sah.

e. Tingkat pemahaman baik dari nazhir maupun wakif terhadap regulasi

wakaf masih rendah.

f. Tidak adanya sistem pengawasan serta pemberian sanksi terhadap

pelanggaran oleh nazhir.

Pembinaan dan peningkatan kapasitas nazhir masih sangat terbatas.
Koordinasi antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Pertanahan
Nasional (BPN) belum berjalan efektif.

Peran nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf di
Kecamatan Panyabungan belum berperan baik, faktanya nazhir belum
menjalankan perannya sesuai dengan regulasi yang ada. Hanya sebagian kecil
nazhir di Kecamatan Panyabungan yang sudah mengelola dan mengembangkan
aset wakaf secara produktif, namun belum ada hasil yang bisa menjadi hak
imbalan bagi nazhir. Dalam hal pengawasan dan perlindungan harta wakaf,
administrasi perwakafan sangat berperan penting. Jika nazhir tidak menyelesaikan

pengadministrasian wakaf dengan baik, hal ini dapat menimbulkan sengketa
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antara pihak yang mewakafkan dengan pihak lain yang mengklaim tanah wakaf
tersebut. Kurangnya pemahaman terhadap UU Nomor 41 Tahun 2004 serta tidak
adanya pengawasan atau teguran langsung dari pihak berwenang membuat nazhir
enggan atau tidak melaporkan tugas-tugasnya kepada BWI.

Jika dilihat dari keempat aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran
nazhir belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Tidak adanya sanksi tegas bagi
nazhir yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik membuat pelanggaran atau
kelalaian dalam pengelolaan tanah wakaf terus dibiarkan oleh pihak KUA.
Akibatnya, pola pengelolaan wakaf secara turun-temurun masih bersifat
tradisional, tidak produktif, dan jauh dari prinsip profesionalisme sebagaimana
yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut.

B. Saran
Berdasarkan temuan-temuan dari penelitian ini, juga dari kesimpulan
yang diperoleh, maka penulis menyarankan:

1. Untuk wakif dan ahli warisnya, sebelum mewakafkan tanah sebaiknya
wakif ataupun ahli waris terlebih dahulu memahami Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Diutamakan juga untuk memilih
nazhir yang memahami peraturan tersebut dan berkonsultasi dengan KUA
agar proses wakaf dapat berjalan dengan efisien dan sesuai aturan.

2. Untuk nazhir, diharapkan kepada nazhir untuk dapat menjalankan tanggung
jawab yang diberikan oleh wakif dengan sungguh-sungguh dalam
pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf agar dilakukan secara optimal
dan profesional, tidak hanya dengan metode tradisional, tetapi juga
produktif. Nazhir juga disarankan untuk menjalin kerja sama yang baik
dengan lembaga wakaf lain untuk memperluas jaringan dan meningkatkan
kualitas dari pengelolaan wakaf.

3. Perwakilan BWI di Tingkat Kelurahan, disarankan untuk membentuk
perwakilan BWI di Tingkat keluharan untuk mempermudah koordinasi,

pemantauan dan pembinaan terhadap nazhir.
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4. Format laporan untuk nazhir, BWI perlu menyediakan format laporan yang
mudah dipahami dan digunakan kepada seluruh nazhir yang telah terdaftar.
Hal ini bertujuan untuk mempermudah pelaporan dan meningkatkan
transparansi dalam pengelolaan wakaf.

5. Peningkatan kerja sama antar lembaga negara, yaitu kerja sama antara
KUA, Kementerian Agama, dan BWI perlu ditingkatkan agar pembinaan
terhadap nazhir dapat dilakukan lebih intensif. Kegiatan seperti sosialisasi,
pengarahan, hingga pemberian teguran jika diperlukan perlu dilakukan
secara rutin untuk membentuk pemahaman dan pengelolaan wakaf yang
lebih baik.

Untuk masyarakat umum, perlu diberikan edukasi dan pemahaman tentang

hukum wakaf kepada masyarakat agar dapat ikut serta dalam mengawasi

dan menjaga harta benda wakaf yang ada di lingkungan sekitarnya.
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